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BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUBAT BANYUASIN
NOMOR 33 TAIIUN 2618
TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

]

BUPATI BANYUASIN,

bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan dap
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya
lampung serta memperluas kesempatan masyarakat untuk
memperoleh pendidikan mulai dari jenjang kanak-kanak
dan untuk pemerataan pendidikan sembilan tahun hingga
ungkat Sekoluh Menengah Pertama (SMPY, perlu didirikan
Unit Sekolahk Baru Taman Ranak-Kanak (TK) dan Sekolah
Menengah Porlisma (SMDPy; '

bahwa untuk meiaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah, yang berwenang menetapkan Izin
Pendinan dan Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar
dan Mencnguh oleh Bupati;

bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP] Negeri dimaksud, telah
memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia dini dan
anak usia sekolah SD/M! dalam wilayah Unit Sekolah Baru
(USBY} tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu diatur dengan
Peraturan Bupati Banyuasin.

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
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Pr:murrintahan

lentang

S587) sebagaimana telah
terakhir dengan Undang—Undang
féntang Perubahan Kedua Atas

23  Tahun 2012 tentang
Pemerintahan Dacrab (Lembaran Negarg Republik
indones). Tahun o5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repub!ik indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Standar Nasiona] Pendidikan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

kali
Nomor 9 Tahun 2015
Undang—Unciang Nomor

Feraturan Menten Pendidikan danp Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 ‘entang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Saiga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang
I:Jf*:“-.w:nang tcielapikan lzin Pendirian dan F‘t:ngembangan
Satuan Pendidikan Hasar dan Menengah:

Nomor 2 Tahun
2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten
Banyuasin {(Lembaran Daerah Kabupaten 3 '
Tahun 2006 Nemagr 11 Seri Dy sebagaimana telah diubah
teralchir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banvuasin
Naomor 10 Tuhun 2019 iLembaran Daerah Kabupaten
Banvuasin Tuhun <012 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Daerah Ko bupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Daerah (Lembaran
2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomar 63);

Peraturan Diterah hohuapaten Banyuasin Nomaor 10 Tahun
2017 Allgenran Peodapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuasin Tapyn Anggaran 2018 {Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 10);

Banyuasin Nomeor 170 Tahun 2016
Orgarnisasi dan Penjabaran
Dinas Pendidikan,
Pariwisaty Kabupaten
Hab::pmcn Banvuasin Tahun 2016 MNomaor 170;};

Banyuasin Nomor 140 Tahun 2017
lentang  Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerak Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018
{Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor
140j;

Lc:rlle:11k;
Peraturan Bupati

tentang Struktur

Peraturan Bupati

MEMUTUSKAN,
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGER!I DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN

2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vyang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan vang  menjadi
kewenanpan dacrah otonom.

4. Bupau acalah Bupati Hanyvuasin,

4. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Banyuasin,

5. Unit Pelaksana Teknis {(UPT) adalah Dinas Pendidikan,
Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kecamatan.

6. Kecamatan adalah Kecamatan  dalam Kabupaten
Hanyvuasin,

Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Banyuasin adalah Dinas Pendidikan,
Pemmuda, Olahraga dan Pariwisata, UPT Dinas Pendidikar,

Pemuda, OQlahraga dan Pariwisata Kecamatan, Satuan
PAUDNI, TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

BAB II
NDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru TK
Negeri dan SMP Negeri dalam Kabupaten Banyuasin
scbagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Rabupaten Banyuasin  bertanggungjawab dan  melaporkan
pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati.

Pasal 4

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
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BAB I
KETENTUAN PERUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mcngetahuinva memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal & April 2018

i,
-.,

Bum!ﬁ*l BANYUASIN,
e *r \3\¢
, / —

R 5_;4;"SUPRION(}

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 2 April 2018

..-.*-'fj.___f__'SEi{RETARH DAERAH
*“KABUPATEN BANYUASIN,

' H. FI{MANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
NOMOR 33
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